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Andreas Aditya Rayendra kusuma 2016 NIM E0012034 Strata 1 FH UNS, : 
IMPLEMENTASI PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DAN EFEKTIFITAS 
DALAM PENEGAKAN HUKUMNYA OLEH PEMERINTAH KOTA 
SURAKARTA  
 
Penelitian ini bertujuaan untuk mendiskripsikan dan menganalisis apakah 
pemberian izin lingkungan di kota surakarta telah memenuhi standar norma 
terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan, 
karena surakarta merupakan kota besar yang mempunyai aktivitas padat dalam 
perdagangan, industri dan jasa, serta pengawasan yang dilakukan lembaga yang 
berwenang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta terhadap 
tingkat ketaatan pemegang izin setelah dikeluarkannya izin lingkungan sebagai 
upaya optimalisasi penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris untuk menjawab permasalahan, yaitu dengan cara 
memadukan bahan hukum yang berupa data sekunder yang berupa peraturan 
perundang-undangan sebagai norma atau das sollen dengan data primer yang 
diperoleh di lapangan. 
Instrumen yuridis yang ada dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu 
yang penting dan strategis adalah Perizinan. Izin merupakan instrumen hukum 
admistrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk 
mengatur cara-cara pengusaha dalam menjalankan usahnya. Dalam sebuah izin 
pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan berupa 
perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan.  
Hasil penelitian diketahui bahwa izin lingkungan mutlak diperlukan oleh 
rencana kegiatan dan atau usaha yang wajib memiliki AMDAL atau UKL- UPL 
sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan  Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Izin lingkungan yang diterbitkan oleh Walikota, mengandung 
persyaratan bagi pemegang izin untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan dari aktivitas usahanya dan dilengkapi dengan izin Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pengolahan limbah yang dihasilkan. 
 Pelaksanaan izin lingkungan dilaksanakan dengan cara memenuhi 
kewajiban yang ditentuntukan dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada 
Badan Lingkungan Hidup kota Surakarta, sebagai instansi yang diberikan 
kewenangan untuk melakukan pengawasan guna mengetahui tingkat ketaatan 
pemegang izin baik melalui mekanisme pengawasan lapangan maupun atas dasar 
laporan pemegang izin yang hasilnya dipergunakan sebagai acuan untuk 
melakukan penegakkan hukum bagi pemegang izin, melalui pengenaan sanksi 
administrasi, pembinaan kepada pemegang izin untuk melakukan perbaikan dan 
pentaatan hukum.  
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Faculty of Law of Sebelas Maret University: The implementation of environment 
licensing and its law enforcement effectiveness by Government of Surakarta City.  
 
 
This research aimed to describe and to analyze whether or not 
environment license in Surakarta City had met the standard norm in relation to 
Government Regulation Number 27 of 2012 about environmental permitsbecause 
Surakarta isa great city that has a solid activity in commerce, industry and 
services, and overseeing undertaken by authorized institution, in this case Living 
Environment Agency of Surakarta City over the license holder’s obedience level 
after the release of environment license as the attempt of optimizing law 
enforcement. This research employed a juridical empirical approach to answer 
the problem, by combining law material constituting secondary data in the form 
of legislation as norm or das sollen with primary data obtained in the field.  
The juridical instrument existing in Article 14 of Law Number 32 of 2009 
about Living Environment Protection and Management that is important and 
strategic is, among other, Licensing. License is an administrative law instrument 
used by governmental official authorized to govern how the employers run their 
business. In a license, the authorized official includes terms or conditions in the 
form of instructions or prohibitions to comply with by the company.  
From the result of research, it could be found that environment license 
was absolutely necessary for activity plan and or any business was obliged to 
have EIA or UKL-UPL as the implementation of Living Environment Protection 
and Management Law provision, environment license released by Mayor 
contained the precondition to comply with by the license holders to manage and 
to monitor environment in their business activity and equipped with Living 
Environment Protection and Management license for processing the waste 
produced. 
The implementation of environment license was carried out by means of 
fulfilling the specified obligation and reporting the result periodically to Living 
Environment Agency of Surakarta City as the institution authorized to conduct 
overseeing in order to find out the license holder’s obedience level both through 
field overseeing mechanism and based on the license holder’s report the result of 
which is used to undertake law enforcement for licensing holder, through 
imposing administrative sanction, licensing holder establishment to make law 
improvement and obeying.     
 









“ Janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai 
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari’’ 
(Matius 6:34) 
 
“ Mintalah, maka akan diberikan kepadam; Carilah, maka kamu akan mendapat; 
Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu’’ 
(Matius 7:7) 
 
Di Masa dewasa, SUCCESS IS THE REAL ATTRACTIVENESS. Keberhasilan 
adalah daya tarik yang sesungguhnya.  
(Mario Teguh) 
 
Cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya 
( Peter Drucker) 
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